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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa dengan adanya perubahan dan berlakunya beberapa

peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pengaturan lzin
Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk diadakan penyesuaian
dan dituangkan dalam peraturan daerah yang baru.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang
Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 6
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Tahun 1990 Nomor 7);



19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Jepara.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Perizinan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha
tetap.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk
mendirikan atau merubah suatu bangunan, agar desain, pelaksanaan
pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,
sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan, dan sesuai
dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah
adalah pembayaran atas pemberian IMB.

Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi Daerah untuk memanfaatkan IMB.



9. Bangunan adalah suatu bangunan yang meliputi gedung, pasar, jembatan, trotoar,
jalan atau halaman parkir, bangunan menara (tower), pagar, turap, papan-papan
reklame, tiang-tiang antena, kolam renang, saluran air dan penanaman tangki
beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari
bangunan-bangunan tersebut dalam batas suatu pemilikan.

10. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas
atau mengubah suatu bangunan.

11. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang
ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan
mengganti bagian bangunan tersebut.

12. Surat Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD
adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pemberian IMB.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah,
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB I
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
IMB.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi Daerah adalah pemberian 1zin mendirikan suatu bangunan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
Pasal 5
Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas IMB
yang diperolehnya.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IMB
Pasal 7

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan, wajib
memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.

(2) Bupati berhak menghentikan pelaksanaan atau membongkar terhadap bangunan
yang tidak mempunyai IMB.

(3) Peraturan bangunan dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

IMB berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri dan tidak mengalami perubahan,
baik perubahan bentuk maupun fungsi.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
a. Wilayah letak bangunan;
b. Nilai letak bangunan/kelas jalan;
c. Kondisi Bangunan;
d. Fungsi/Guna Bangunan;
e. Tingkat bangunan/jumlah lantai; dan
f. Luas lantai bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran nilai atau
bobot atau koefisien.

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Wilayah Letak Bangunan

NO Wilayah Koefisien
1 | Bangunan di Ibukota Kabupaten 1.00
2 | Bangunan di Ibukota Kecamatan 0.80
3 | Bangunan di Pedesaan 0.50




